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	Penelitian ini menganalisis regulasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan Peraturan Pemerintah Bomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya dalam pemberian Wilayah  Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. UU Minerba secara ekplisit mengatur bahwa IUPK diberikan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sementara Badan Usaha Swasta untuk memeperoleh IUPK harus dengan mekanisme lelang WIUPK. Namun, PP Nomor 25 Tahun 2024 memberikan ketentuan baru dalam pasal 83A yang memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan tanpa melalui mekanisme lelang, padahal pada dasarnya Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan merupakan Badan Usaha Swasta. Hal ini menimbulkan disharoni regulasi dengan ketentuan dalam UU Minerba serta akan mencipkatan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). hasil penelitian sementara meununjukan bahwa PP Nomor 25 Tahun 2024tidak sejalan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan serta asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang menyatakan bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan revisi terhadap UU No. 3 Tahun 2020 guna mengakomodasi peran Ormas Keagamaan dalam pengelolaan WIUPK secara sah dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan regulasi pengawasan yang ketat terhadap badan usaha milik Ormas Keagamaan guna memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.


Kata Kunci : Regulasi Pertambangan, UU Minerba, PP No. 25 Tahun 2024, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), Organisasi Kemasyarakatan Keagaman, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Kepastian hukum
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	Indonesia terkenal dengan negara yang menyimpan  kekayaan alam yang besar, tersebar dari wilayah barat sampai timur. Satu di antara sumber daya alam (SDA) yang bernilai strategis adalah mineral dan batubara. Indonesia bahkan menempati posisi selaku negara yang mempunyai simpanan nikel paling besar secara global, yang menyumbang sekitar 40% dari total produksi global. Selain nikel, masih terdapat berbagai jenis mineral dan batu bara lainnya yang menjadi aset penting bagi negara. Batubara berkontribusi signifikan kepada penerimaan negara, khususnya dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena sifatnya sebagai Sumber Daya Alam yang tidak dapat di perbaruhi, mineral dan batubara dikategorikan menjadi kekayaan nasional yang berada di bawah kewenangan negara untuk di kelola dengan optimal. Ketersediaan sumber daya ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah mengapa, dua sumber daya ini harus dikelola secara optimal.[footnoteRef:0]
	Sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba) termasuk pemegang peran strategis pada perekonomian Indonesia. Kontribusinya tidak hanya sebatas pada peningkatan penerimaan negara melalui pajak dan devisa hasil ekspor, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja serta mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah yang memiliki potensi tambang. Pada tahun 2023 sektor pertambangan Mineral dan Batubara menyumbang Rp. 2.198 Triliun atau setara dengan 10.5% dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp. 20.892 Triliun.[footnoteRef:1] angka ini menunjukan bahwa sektor pertambangan mineral dan batubara  termasuk pilar pokok dalam memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur sektor ini sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keberimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta keberlanjutan lingkungan, 
Indonesia memiliki sistem regulasi pertambangan yang kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang  berjenjang. Setiap tingkatan undang-undang, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Perda Provinsi, serta Perda Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan tanggung jawab khusus untuk mengawasi berbagai tahapan proses penambangan, mulai dari eksplorasi dan eksploitasi hingga reklamasi dan pascatambang. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, negara memiliki peran utama dalam pengelolaan pertambagan melalui tiga aspek utama, yaitu pengaturan, penyelenggaraan, dan pengawasan. Satu di antara aspek terpenting yang diperankan oleh negara adalah aspek pengaturan, yang termasuk hak prerogatif negara yang tak bisa dilimpahkan pada pihak swasta dan menjadi aspek pokok yang diperankan negara dibanding aspek aspek yang lain.[footnoteRef:2]
Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), Indonesia menempatkan peraturan perundang-undang sebagai sumber hukum utama. Konsep ini sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat), di mana hukum harus memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Hukum dipandang sebagai sebuah kerangka normatif yang sifatnya final. Pada konteks ini, hukum merupakan suatu hal yang dibentuk oleh legislatif bukan oleh pengadilan.[footnoteRef:3]
Pemerintah sebagai instrumen negara, memiliki kewenangan dalam mengatur sektor pertambangan guna menjalankan mandat konstitusional terkait tata kelola sumber daya alam. Peran pemerintah untuk menetapkan regulasi menjadi sangat diperlukan untuk memberi jaminan perlindungan akan hak-hak negara serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Hal ini semakin krusial mengingat tingginya minat pelaku usaha di sektor tambang, baik yang berasal dari dalam hingga luar negeri, dalam upaya pemanfaatan potensi kekayaan alam Indonesia. Menurut perspektif pelaku usaha dan investor, keberadaan kebijakan yang stabil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum sangat diperlukan guna membangun iklim investasi yang kondusif serta mendukung keberlanjutan industri pertambangan di Indonesia. Mengingat bahwa investasi di sektor pertambangan bersifat jangka panjang dengan modal yang besar, maka kepastian hukum dalam regulasi pertambangan mineral dan batubara menjadi faktor krusial. Pada konteks ini, para pemangku kebijakan memainkan peran utama dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan ekonomi dan sosial serta keberlanjutan lingkungan., idealnya kebijakan yang di buat dapat memberi kepastian usaha untuk pelaku bisnis dan investor. [footnoteRef:4]
		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi landasan hukum utama dalam sistem regulasi pertambangan di Indonesia. UU Minerba memuat prinsip-prinsip dasar serta ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur seluruh aspek kegiatan pertambangan, mulai dari mekanisme perizinan, dan kewajiban pemegang izin, pengelolaan lingkungan hidup, hingga kewajiban reklamasi dan pascatambang. Selain itu UU Minerba juga mengatur mengenai peran dan wewenang pemerintah pusat serta daerah terkait tata kelola pertambangan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa di sektor ini. Sebagai instrumen hukum utama dalam pengelolaa pertambangan di indonesia, UU Minerba memberikan prioritas dalam penawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan Jika Badan Usaha swasta hendak mendapat IUPK harus diselenggarakan melalui lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan berbagai pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (5) UU Minerba. Sejak di undangkan, regulasi ini telah menjadi acuan utama bagi pemerintah dan pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan pertambangan. 
		Namun kebijakan terbaru mengenai tata kelola pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang awalnya diatur melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2020. Perubahan dalam UU Minerba mencakup berbagai aspek krusial yang sudah diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.[footnoteRef:5] Maskipun UU Cipta Kerja menuai berbagai kritik dan dianggap bersifat inkonstitusional serta antidemokratis oleh sejumlah pihak, pemerintah kembali memicu polemik dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang membawa implikasi baru terhadap tata kelola sektor pertambangan. Namun beberapa pasal dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 menagalami perubahan diantaranya pasal 22 tentang persyaratan peserta lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara, serta pasal 54 yang menetapkan jangka waktu operasional produksi, dan bahkan adanya tambahan ketentuan baru dalam pasal 83A yang meminbulkan kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia dan menjadi isu utama dalam pembahasan penelitian ini. Pasal 83A ditujukan dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Namun hal ini menuai Kontroversi karena dinilai tidak sejalan (disharmoni) dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)  UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang secara khusus memberi prioritas IUPK terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).[footnoteRef:6] Dan kemudian jika Badan Usaha Swasta dalam rangka mendapat IUPK maka wajib diselenggarakan  melalui lelang WIUPK.
		Sementara pasal 83A ayat (1) PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang di miliki oleh Organisasi Kemasyarakat Keagamaan.” [footnoteRef:7]Ketentuan ini secara jelas memberi penawaran secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan dalam memperoleh WIUPK tanpa pelaksanaan lelang, dimana artinya Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan secara tidak langsung mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikarenakan telah mendapatkan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang sebelumnya hanya di prioritaskan kepada BUMN dan BUMD di dalam UU Minerba. Pemberian penawaran secara prioritas terhadap BUMN dan BUMD tidak hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 yang berlaku sebelumnya, tapi juga dipertegas melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang secara Hierarki berkedudukan lebih tinggi dibanding Peraturan Pemerintah. 
		Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi penegasan,  “Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28” selanjutnya, pasal 75 ayat (2) menyatakan,“IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta”. Selanjutnya, melalui pasal 75 ayat (3) ditegaskan, “BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK” Kemudian dipertegas dalam pasal 75 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Badan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK” Berdasarkan ketentuan ini, dengan jelas di sebutkan IUPK hanya dapat diberikan pada tiga jenis badan usaha, yaitu BUMN, BUMD, serta Badan Usaha Swasta dengan penawaran yang di berikan secara Prioritas Kepada BUMN Dan BUMD dan jika badan usaha swasta ingin memperoleh IUPK maka berdasarkan ketetapan pasal 75 ayat (4) harus dilaksanakan melalui lelang WIUPK dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan bukan secara langsung diberikan penawaran secara prioritas. Dengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan secara jelas menimbulkan Disharmoni dengan ketentuan dalam Undang-Undang Minerba padahal secara hierarki Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang berkedudukan lebih tinggi dibanding peraturan pemerintah yang seharusnya berdasarkan asas Lex Superior derogat legi inferiori, menyatakan Peraturan yang berkedudukan lebih rendah tak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.	
		Penerbitan PP No. 25 Tahun 2024 memunculkan disharmoni regulasi dengan UU Minerba, terutama terkait dengan ketentuan mengenai pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Disharmoni regulasi terjadi ketika terdapat perbedaan, ketidakjelasan, inkonsistensi, atau bahkan pertentangan langsung antara ketetapan-ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  dengan PP No. 25 Tahun 2024.
		Ketentuan dalam pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 secara jelas menimbulkan disharmoni dengan pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum dan organisasi masyarakat sipil,  salah satunya dari Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang termasuk salah satu media online, Aryanto Nugroho yang kemudian di kutip dalam media berita Hukum Online Aryanto menegaskan bahwa “Tidak ada satu pun pasal pada Undang-undang Minerba yang memberi mandat terhadap pemerintah agar memberikan prioritas  IUPK kepada Organisasi kemasyarakatan, ini jelas pelangaran Undang-Undang Minerba dengan terang benderang.”[footnoteRef:8]
		Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Rizal Kasli juga menyatakan hal yang sama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 jelas bertantangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba disebutkan bahwa pengembalian wilayah PKP2B diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN dan BUMD. Apabila BUMN dan BUMD tidak berminat, baru wilayah tersebut dilelang kepada pihak swasta. Mengingat badan usaha yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas Keagamaan) termasuk dalam kategori swasta, maka seharusnya badan usaha tersebut harus memenuhi semua persyaratan termasuk mengikuti prosedur lelang sehingga seharusnya tidak bisa diberikan privilese penawaran secara prioritas mendapatkan WIUPK dibandingkan Badan Usaha Milik Swasta lainnya. Didalam proses lelang juga terdapat hak negara yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang apabila diberikan penawaran secara prioritas kepada badan usaha swasta tertentu termasuk badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan maka akan berpotensi menimbulkan kerugian negara..[footnoteRef:9]
		Akar permasalahan ini terletak pada proses penyusunan regulasi yang kurang partisipatif dan transparan, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan seringkali tidak sinkron dan harmonis, serta tidak mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan secara komprehensif. 
Di Indonesia, prinsip hierarki pengaturan secara formal diregulasi melalui 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kini direvisi melalui UU No. 15 Tahun 2019. Melalui pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan, hierarki yang dmaksud mencakup:
1. UUD 1945 
2. Tap MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. PP
5. Keppres 
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota
Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Mineral dan Batubara memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, karena pada dasarnya PP adalah aturan pelaksana dari undang-undang oleh karena itu, secara hierarkis Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengaan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.
Dalam teori perundang-undangan, terdapat berbagai asas yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Di antaranya adalah asas lex specialis derogat legi generali dan lex superior derogat legi inferiori. Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa ketentuan yang bersifat khusus memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum, demikian pula norma hukum yang berada pada hierarki lebih tinggi akan lebih diutamakan daripada yang berada pada tingkat lebih rendah.[footnoteRef:10] Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya adalah disharmoni regulasi dalam sektor pertambangan, khususnya antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
 	Prinsip lex superior derogat legi inferiori menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Berdasarkan prinsip ini, ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2024 yang bertentangan dengan UU Minerba seharusnya tidak dapat diberlakukan. Jika terjadi konflik hukum, maka ketentuan dalam UU Minerba yang harus diutamakan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019, dinyatakan bahwa peraturan yang bertentangan dengan undang-undang harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[footnoteRef:11]
Pemberian WIUPK kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan merupakan fenomena baru dalam regulasi pertambangan Indonesia. Dalam praktiknya, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan umumnya memiliki tujuan sosial dan keagamaan yang jauh dari kegiatan komersial seperti pertambangan, terlebih lagi, dengan statusnya sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan salah satu lembaga yang bersifat nirlaba atau tidak berorientasi pada aktivitas komersial sebagaimana perusahaan pada umumnya. Dalam ketentuan perundang-undangan kegiatan pertambangan merupakan aktivitas yang bersifat ekonomi dan pelaksanaannya diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti diantaranya perusahaan pertambangan koperasi, perusahaan swasta dan kelompok usaha tambang milik masyarakat daerah.[footnoteRef:12]
Dengan demikian, PP No. 25 Tahun 2024 secara nyata menyalahi hierarki pengaturan hukum dan prinsip lex superior derogat legi inferiori. Perubahan yang dilakukan melalui PP ini seakan-akan menambahkan aturan baru yang tak relevan dengan regulasi dasar berkedudukan lebih tinggi berupa yaitu UU Minerba.Seharusnya, peraturan pelaksana hanya memberikan rincian teknis dan bukan mengubah substansi pokutama yang sudah diberlakukan melalui UU.
Apalagi terdapat perspektif, upaya memberi IUP terhadap Ormas Keagamaan kerap dikaitkan dengan potensi adanya kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pemberian IUP. Secara normatif, prosedur pemberian IUP seharusnya mengikuti mekanisme yang jelas seperti pelelangan area pertambangan, pengevaluasian teknis, serta proses administratif yang ketat. Namun, dalam konteks pemberian IUP kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas) mekanisne tersebut tampaknya tidak sepenuhnya diterapkan, mengingat pemberian penawaran Priotitas WIUP tersebut lebih bersifat alokasi langsung tak menempuh prosudural yang sudah diregulasi melalui UU, menjadikannya terdapat dugaan suatu kepentingan, yang makin menguat.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara kritis, komprehensif, dan mendalam potensi disharmoni regulasi antara UU Minerba dan PP No. 25 Tahun 2024, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, tata kelola pertambangan. Penelitian ini juga perlu meneliti secara seksama mekanisme pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, termasuk aspek legalitas, kelayakan, akuntabilitas dari kebijakan tersebut. Temuan penelitian ini harapannya bisa memberi rekomendasi kebijakan yang konstruktif, inovatif, dan implementatif bagi pemerintah dalam rangka menciptakan regulasi pertambangan yang harmonis, efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ketidakpastian hukum ini berimplikasi langsung terhadap kepastian investasi dan implementasi kebijakan pertambangan, yang dapat menghambat perkembangan sektor industri ekstraktif di Indonesia.
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	Mengacu latar belakang tersebut, bisa diajukan rumusan permasalahannya berupa.
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimana bentuk disharmoni regulasi dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan asas Lex Superior derogat legi inferiori?
3. Bagimana rekomendasi Kebijakan yang ideal yang dapat diterapkan untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus agar dapat sejalan dengan asas Lex Superior derogat legi inferiori dalam  hierarki Peraturan Perundang-undangan?
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	Mengacu permasalahan yang dirumuskan, bisa dinyatakan penelitian ini bertujuan dalam rangka:
1. Untuk Menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Untuk mengetahui bentuk disharmoni regulasi dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan PP No. 25 Tahun 2024 berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan asas lex Superior derogat legi inferiori.
3. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang ideal yang dapat diterapkan untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus agar dapat sejalan dengan asas Lex Superior derogat legi inferiori dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.
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1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini disebut penelitian doktriner karena fokus utamanya tertuju terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.[footnoteRef:13] Metode ini digunakan untuk menggali dan memahami berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, penelitian diifokuskan pada analisis disharmoni regulasi antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dengan PP No. 25 Tahun 2024 berkaitan proses memberi WIUPK pada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. 
2. Pendekatan Penelitian
	Pendekatan yang dipergunakan di sini manckup dua cara yang saling melengkapi, yakni pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) serta konseptual (Conceptual Approach). 
	Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), merujuk kepada pendekatan yang merupakan metode untuk memahami dan menganalisis aturan UU yang relevan dengan masalah hukum yang tengah diamati.[footnoteRef:14] Penelitian ini memberikan fokus utama pada teks-teks hukum yang ada seperti, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur hal hal terkait topik permasalahan. peraturan perundang-undangan sebagai yang akan dijadikan acuan dasar penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, melalui pendekatan ini penelitian akan mengidentifikasi disharmoni regulasi yang muncul antara kedua peraturan tersebut, khususnya dalam konteks pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.
	Penelitian ini juga mempergunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan substansi konsep kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan kepentingan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan regulasi di sektor pertambangan.[endnoteRef:0] Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji implikasi hukum dan potensi konflik sosial yang timbul akibat  dari disharmoni regulas antara UU Minerba dengan PP No 25 Tahun 2024. [0:  ] 

	Melalui kedua pendekatan ini, peneliti berusaha menggali bagaimana bentuk disharmoni regulasi yang terjadi serta bagaimana implikasi hukumdan potensi konflik sosial yang akan terjadi akibat disharmoni regulasi tersebut lalu memberikan rekomendasi regulasi yang ideal dalam permasalahan tersebut. 
3. Sumber Data/Bahan Hukum
Penelitian hukum normatif dikenal pula dengan studi pustaka n (Library Research), yang menjadikan bahan hukum dipergunakan berupa;
a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang mengikat, data primer didapat langsung melalui narasumber asli yang berhubungan langsung dengan topik yang diteliti, yaitu atuan UU dan dokumen hukum. Adapun bahan hukum yang dipergunakan di antaranya: UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan. 
b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan yang hukum yang memberi keterangan lebih dalam terkait bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh melalui kajian literatur yang lebih mendalam. Pada konteks ini, penulis merujuk referensi dari literatur hukum diantaranya buku-buku hukum yang membahas teori hukum bisnis dan teori hukum tata negara, disharmoni regulasi maupun hukum pertambangan menjadi sumber penting dalam menggali pemahaman menegenai topik ini, delain itu, jurnal ilmiah dan artikel akademis yang mengkaji analisis kritis pada isu hukum yang dihadapi akan memberikan wawasan tambahan dalam menyelesaikan penelitian ini, hasil penelitian terdahulu juga akan menjadi referensi tambahan yang akan membangun penelitian ini dengan keterbaruan keterbaruan yang akan ditemukan, dan pendapat para ahli hukum juga menjadi bagian penting dalam menggali berbagai sudut pandang yang terkait bahan hukum primer dan permasalahan hukum yang dihadapi. 
c. Bahan Hukum Tersier, merujuk kepada bahan hukum yang berfungsi memberi petunjuk ataupn keterangan terkait pemaknaan yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Pada konteks di sini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang memberikan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang dipergunakan di sini.
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[bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc24264][bookmark: _Toc16521][bookmark: _Toc11963][bookmark: _Toc16170][bookmark: _Toc1302]Penelitian mengenai Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagaman (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah hasil pemikiran dan karya asli penulis. Penelitian ini tentu sangat berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya antara lain: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar (2024) yang berjudul “Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan” yang diterbitkan dalam Jurnal USM Law Review. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan kepada aturan yang berlaku, khususnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan PP No. 25 Tahun 2024. Studi ini ditujukan dalam rangka menganalisis adanya konflik kepentingan pada regulasi memberi WIUPK terhadap Ormas Keagamaan.  Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek teknis dan administratif perlu diperhatikan dalam pemberian izin ini, termasuk kesiapan organisasi keagamaan dalam memenuhi syarat-syarat seperti kemampuan finansial, pengelolaan lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.[footnoteRef:15]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati (2024) yang berjudul “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan,” Dalam penelitian ini, penulis menyoroti adanya kontradiksi antara PP No. 25 Tahun 2024 dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Menurut penelitian ini, UU Minerba secara eksplisit sebatas memberi prioritas WIUPK terhadap BUMN dan BUMD, sementara PP 25/2024 memperluas cakupan prioritasnya kepada badan usaha milik ormas agama. Kontradiksi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam implementasi kebijakan pertambangan di Indonesia. Di samping hal tersebut, studi ini menyoroti pula dampak kontradiksi pengaturan ini terhadap proses investasi dan tata kelola SDA.[footnoteRef:16]
3. Penelitian yang ketiga dijalankan Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari (2024) yang berjudul “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan” yang diterbitkan dalam Jurnal Surya Kencana Dua. Penelitian mempergunakan metode yuridis normatif melalui pendekatannya berupa UU serta konseptual. Pada penelitian, penulis membicarakan topik ketakjelasan regulasi terkait pemberikan prioritas WIUPK terhadap Badan Usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan. Penelitian ini menyoroti PP 25/2024 bertantang dengan UU No 3 tahun 2020 tentang Minerba, yang menyebabkan disharmoni hukum dan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan pertambangan. Penulis merekomendasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ambigutas regulasi ini.[footnoteRef:17]

	Penelitian yang berjudul “Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Analisis Terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara)” mengisi kekosongan kajian dari ketiga penelitian diatas Penelitian penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus berdasarkan UU No. 3 Tahun 202o dan PP No. 25 tahun 2024, lalu mengidentifikasi bentuk disharmoni yang terjadi kemudian penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi adanya disharmoni regulasi, tetapi juga akan menganalisis bagaimana disharmoni tersebut dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha pertambangan. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam kajian hukum pertambangan dan tata negara. Pertama, penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai Prinsip hierarki peraturan perundang-undangan agar aturan yang ada tidak saling berbenturan apalagi berbenturan antara peraturan pokok dengan peraturan pelaksana yang salam hal ini terjadi antara ketentuan dalam UU No 3 Tahun 2020 sebagai aturan pokok dengan PP No. 25 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu ini secara holistik. Ketiga, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang ideal spesifik dan aplikatif bagi pemerintah dalam rangka menciptakan regulasi pertambangan yang harmonis, efektif, dan berkelanjutan, serta tidak saling bertentengan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang bai
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a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK merupakan bagian dari wilayah pertambangan nasional yang secara administratif ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjadi dasar bagi pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). WIUPK biasanya berasal dari wilayah eks-kontrak karya atau eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang masa berlakunya telah berakhir dan dikembalikan kepada negara. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa: “Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.”[footnoteRef:18] [18:  “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,”
] 

Penetapan WIUPK oleh Pemerintah Pusat dilakukan untuk menjamin kelangsungan pengelolaan sumber daya alam strategis secara terstruktur dan legal. Dalam konteks hukum pertambangan Indonesia, WIUPK menjadi objek perizinan utama yang hanya dapat diberikan melalui prosedur yang diatur oleh Undang-Undang. Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020 secara jelas mengatur bahwa WIUPK diprioritaskan untuk ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlebih dahulu. Jika BUMN/BUMD tidak berminat, maka pemerintah dapat melakukan pelelangan terbuka kepada badan usaha swasta. 
Penawaran WIUPK kepada badan usaha swasta wajib melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4). Hal ini dilakukan untuk memastikan asas transparansi, akuntabilitas, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam sektor pertambangan. Dalam praktiknya, proses ini juga berfungsi untuk mencegah konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin.
Namun demikian, perkembangan hukum mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021. Dalam peraturan baru tersebut, tepatnya dalam Pasal 83A, dinyatakan bahwa WIUPK dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ketentuan ini memperluas subjek hukum yang dapat memperoleh WIUPK secara langsung tanpa melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Kebijakan ini menimbulkan problematika hukum karena secara hierarkis bertentangan dengan Undang-Undang yang menjadi dasar kewenangan pemerintah dalam mengatur perizinan pertambangan. Dalam teori hukum tata negara, berlaku asas lex superior derogat legi inferiori yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan tanpa melalui lelang patut dipertanyakan legalitasnya. Selain dari aspek legalitas formal, konsep WIUPK juga penting untuk dianalisis dari sisi fungsi dan implikasinya terhadap tata kelola pertambangan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Stufenbau Theory, sistem hukum merupakan susunan norma yang bersifat hierarkis. Setiap norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemberian WIUPK secara langsung kepada ormas keagamaan harus ditinjau berdasarkan norma induk dalam UU Minerba.Pemberian WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan tanpa mekanisme lelang juga berpotensi menciptakan ketidakadilan hukum, monopoli sumber daya, dan penyimpangan dari asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Padahal, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[footnoteRef:19] [19:  UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 1945 ] 

b. Badan Usaha 
	Salah satu elemen krusial dalam mendorong serta mengarahkan pembangunan adalah keberadaan badan usaha. Meskipun sering disamakan dengan perusahaan, sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Badan usaha merupakan suatu lembaga atau organisasi, sedangkan perusahaan adalah tempat badan usaha menjalankan pengelolaan terhadap berbagai faktor produksi.
	Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, perusahaan didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha yang menjalankan aktivitas secara tetap dan berkelanjutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan ini dapat dijalankan oleh individu maupun badan usaha, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak, selama didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
	Dengan demikian, jika perusahaan lebih merujuk pada aktivitas ekonomi yang bertujuan menghasilkan laba, maka badan usaha merupakan wadah atau struktur organisasional yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, badan usaha menjadi bagian dari perusahaan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
1. Badan Usaha Berbadan Hukum
Menurut R. Subekti, badan hukum pada dasarnya adalah suatu entitas atau perkumpulan yang memiliki kemampuan untuk mempunyai hak dan melakukan tindakan hukum layaknya seorqng individu. Badan hukum juga memiliki kekayaan sendiri yang terpisaj dari kekayaan para anggotanya serta dapat menjadi pihak dalam suatu proses hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat di hadapan pengadilan.[footnoteRef:20] Contoh-contoh yang badan usaha yang berbadan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Yayasan.  [20:  Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni, 1999)] 

Menurut H.M.N. Purwosujono, suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: [footnoteRef:21] [21:  Tami Rusli; Zulfi Diane Zaini, Sistem Badan Hukum Indonesia, Publikasi Universitas (Bandar Lampung, 2019 )] 

a. Terdapat kekayaan (hak-hak) yang dialokasikan untuk tujuan tertentu dan terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri atau sekutu badan tersebut. Dengan kata lain, terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan milik badan usaha dan kekayaan pribadi para anggotanya.
b. Tujuan dari pembentukan badan tersebut harus berorientasi pada kepentingan bersama.
c. Terdapat sejumlah orang yang bertindak sebagai pengurus untuk menjalankan operasional badan tersebut.
	   Ketiga hal ini merupakan unsur-unsur materil atau substantif yang harus 		dipenuhi agar suatu badan usaha dapat diakui sebagai badan hukum. 
2. Badan Usaha Yang Bukan Badan Hukum
     Badan usaha yang tidak berbadan hukum merupakan bentuk perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerja sama. Jenis badan usaha ini umumnya berbentuk persekutuan dan menjalankan kegiatan usaha di sektor perekonomian.[footnoteRef:22] [22:  Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum,” Jurnal Mercatoria 8, No. 1 (28 Agustus 2015)
] 

Bentuk-bentuk persekutuan tersebut antara lain firma dan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Berbeda dengan perusahaan perorangan yang hanya dimiliki oleh satu orang pengusaha dan didirikan secara mandiri, badan usaha non-badan hukum biasanya melibatkan lebih dari satu pihak dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha. Dengan demikian, contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum mencakup persekutuan perdata, firma, CV, dan perusahaan perseorangan. Dalam konteks ini, teori mengenai badan usaha dan badan hukum akan dijadikan dasar oleh penulis untuk mengkaji badan usaha yang berada di bawah naungan organisasi kemasyarakatan keagamaan atau yang memiliki keterkaitan dengannya, guna menentukan apakah badan usaha tersebut termasuk dalam kategori berbadan hukum atau tidak.
c. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
	Organisasi merupakan suatu himpunan atau sarana yang dibentuk untuk menjalankan berbagai aktivitas, baik di bidang sosial, keagamaan, maupun kemasyarakatan. Keberadaan organisasi memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan nasional. Organisasi kemasyarakatan sendiri adalah bentuk perkumpulan yang lahir dari inisiatif masyarakat secara sukarela, dengan dilandasi oleh kesamaan tujuan, kepentingan, kebutuhan, dan aktivitas, baik secara perorangan maupun kolektif. Tujuan utamanya adalah untuk turut serta dalam proses pembangunan demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[footnoteRef:23] [23:  Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran Undang-Undang Ormas terhadap penyelesaian konflik antar ormas. Jurnal Ilmiah Living Law 12 No. 1 ( Januari 31, 2020).] 

	Eksistensi organisasi kemasyarakatan turut membuka peluang bagi masyarakat dalam menyalurkan hak untuk berkumpul, berserikat, serta mengemukakan pendapat. Hak-hak ini dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, konstitusi memberikan perlindungan bagi setiap warga negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi guna mewujudkan tujuan serta kepentingan mereka.
	Dinamika organisasi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan berbagai kompleksitasnya menuntut adanya pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih menyeluruh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, serta tidak mampu menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin dinamis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai bentuk penyempurnaan dan pembaruan regulasi.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak hanya mengatur ketentuan umum tentang organisasi kemasyarakatan (ormas), tetapi juga memuat ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap ormas. Dalam Pasal 59 disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta dilarang melakukan kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk perbuatan yang merusak.[footnoteRef:24] Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Dalam konteks ini, organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan salah satu jenis ormas yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat. Ormas berbasis keagamaan berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial di tengah masyarakat, sekaligus menjadi sarana partisipasi umat dalam pembangunan nasional. [24:  UNDANG UNDANG REPUBLIK INONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN] 

	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juga mengatur larangan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebhinekaan dan ketertiban umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59, seperti tindakan permusuhan berbasis SARA dan kekerasan. Namun demikian, ormas keagamaan yang menaati prinsip hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan justru diberi ruang partisipatif dalam pembangunan nasional.
	Konteks ini menjadi penting ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Pasal 35B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara). Peraturan ini membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Dengan demikian, penting untuk menganalisis secara kritis apakah pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksananya, serta apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan disharmoni norma dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual ini, posisi ormas keagamaan tidak hanya dilihat sebagai entitas sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berpotensi menjadi pelaku usaha di sektor pertambangan melalui mekanisme perizinan khusus dari negara.
d.  Hierarki Peraturan Perundang-undangan 
 Hierarki adalah teori sistem hukum yang dikenalkan oleh Hans Kelsen yang mengemukakan, sitem hukum terdiri dari rangkaian kaidah yang saling berhubungan secara berjenjang, mirip dengan susunan anak tangga. Dimana hubungan antara norma yang meregulasi perancangan norma lainnya dan norma lainnya itu bisa dikenal merupakan relasi da super dan subordinasi pada konteks khusus.[footnoteRef:25] Norma yang mengatur pembentukan norma lainnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi (Superior), sementara norma yang dirancang berada pada kedudukan yang lebih rendah (Inferior). Proses pembentukan norma yang superior menjadi dasar validitas keseluruhan sistem hukum. 
Berdasarkan teori tersebut, Hans Nawiasky lebih lanjut mengembangkan pemikirannya dengan menjelaskan bahwa struktur norma hukum tersusun dalam suatu bangunan hierarki yang menyerupai bentuk Stupa (stufenforming) yang mencakup beberapa tingkatan (zwischenstufe). Hierarki yang dimaksud mencakup norma dasar (staatfundamentalnrom), yang bersifat mendasar dan meluas, bisa terdistribusi melalui sejumlah peraruran (staatsgrundgesetz), bersifat konkret serta mendetail (formallgesetz), peraturan pelaksana (verordnungzatzung) dan peraturan otonom (autonome satzug).[footnoteRef:26]
Di Indonesia, prinsip hierarki peraturan perundang-undangan secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
1. UUD 1945 
2. Tap MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden 
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota
Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Mineral dan Batubara memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, karena pada dasarnya PP adalah aturan pelaksana dari undang-undang oleh karena itu, secara hierarki Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengaan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya 
Terdapat empat prinsip terkaut hierarki peraturan perundang-undangan, diantaranya berupa :[footnoteRef:27] [27:  ibid] 

1. Lex superior derogat legi inferiori: Prinsip ini menyebut, regulasi yang berkedudukan lebih rendah tak diperbolehkan bertentangan dengan regulasi yang kedudukannya lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, PP Nomor 25 Tahun 2024 tidak diperbolehkan berlawanan dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang berkedudukan lebih tinggi pada sistem hukum. Jika terdapat ketentuan dalam PP yang kontradiktif dengan UU, maka ketentuan  itu tidak bisa diberlakukan dan dapat diuji melalui proses judicial review di Mahkamah Agung.
2. Lex specialis derogate legi generali: Prinsip ini menyebut, regulasi yang sifatnya khusus mengesampingkan regulasi yang bersifat umum. 
3. Lex posteriori derogate legi priori: Prinsip ini menyebut, regulasi yang terbaru dapat mengkesampingkan regulasi lama. jika kedua aturan memiliki tingkat yang sama dalam hierarki hukum. 
4. Peraturan hanya dapat dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Artinya, suatu peraturan tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh peraturan yang lebih rendah. Oleh karena hal itu, ketentuan dalam undang-undang Minerba hanya dapat diubah melalui revisi undang-undang, bukan melalui PP yang memiliki kedudukan lebih rendah.
Dalam penelitian ini, prinsip lex superior derogat legi inferiori menjadi krusial karena adanya potensi disharmoni antara Pasal 75 UU Minerba yang mengatur bahwa WIUPK hanya diberikan terhadap BUMN dan BUMD melalui Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Berdasarkan prinsip hierarki hukum, seharusnya PP Nomor 25 Tahun 2024 tak boleh kontraktif dengan UU Minerba, dan jika terjadi konflik hukum, maka ketentuan dalam UU Minerba yang harus diutamakan.
Penerapan teori hierarki peraturan perundang-undangan ini sangat penting dalam menganalisis kebijakan di sektor pertambangan, terutama dalam memastikan kepastian hukum dan mencegah ketidakjelasan norma yang dapat menggangu pelaksanaan kebijakan.




[bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc32309][bookmark: _Toc4447][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc22716][bookmark: _Toc10437]Pembahasan 
1. [bookmark: _Toc21376][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc7445][bookmark: _Toc811][bookmark: _Toc12028][bookmark: _Toc26970]Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara.
	Perizinan termasuk instrumen pengaturan yang digunakan oleh pemangku kebijakan sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Izin tersebut berfungsi sebagai persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh individu, organisasi, atau badan usaha sebelum dapat melaksanakan suatu kegiatan usaha atau tindakan tertentu. Keberadaan izin ini menjadi legitimasi hukum yang memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:28]
	Menurut pandangan beberapa ahli hukum yang dimaksud dengan izin adalah :
a. Utrecht, jika pembentuk regulasi pada dasarnya tidak memberi larangan sebuah perbuatan, namun tetap mengizinkan dilakukan melalui ketentuan tertentu yang harus dipenuhi dalam setiap perkara konkret, maka keputusan administrasi negara yang memberikan izin terhadap tindakan  dikategorikan sebagai sebuah perizinan (Vergunning).
b. Bagir Manan, izin secara meluas diartikan sebagai sebuah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemangku kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:29]
		Izin termasuk instrumen yang umum digunakan pada hukum administrasi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah. Pemberian izin bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dijalankan dalam masyarakat tetap sejalan dengan ketetapan hukum dan aturan yang ada, sehingga dapat  mencegah potensi pelanggaran serta menjaga ketertiban hukum. 
		Selanjutnya Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan” kemudian dalam angka 11 juga di jelaskan mengenai IUPK “Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.[footnoteRef:30]
		Dalam hal ini Pengaturan mengenai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat beberapa perbedaan diantaranya sebagai berikut:
	ASPEK
	BERDASARKAN UU NO 3 TAHUN 2020
	PASAL DALAM UU NO. 3 TAHUN 2020
	BERDASARKAN PP NO 25 TAHUN 2024
	PASAL DALAM PP NO 25 TAHUN 2024

	Pemegang Izin
	1. BUMN
2. BUMD
3. Badan Usaha Swasta  (Melalui prosedur lelang jika BUMN dan BUMD tidak berminat)
	Pasal 75 ayat (2) dan (3)
	Memberikan penawaran seacara priotitas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan tanpa mekanisme  lelang

	Pasal 83A ayat (1)

	Mekanisme Pemberian Izin
	1. IUPK diberikan kepada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta
2. BUMN dan BUMD diprioritaskan untuk memperoleh IUPK
3. Badan Usaha Swasta untuk memperoleh IUPK harus melalui mekanisme lelang WIUPK.
4. Lelang WIUPK diselenggarakan  oleh menteri dengan mempertimbangkan : 
a. luas WIUPK yang hendak dilelsng
b. kemampuan administratif/manajemen
c. kemampun teknis dan tata kelola lingkungan     
d.  Kemampuan finansial. 

	Pasal 75 ayat (2),(3), (4), dan (5) 
	WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.
	Pasal 83A ayat (1) 

	Jangka Waktu Izin
	Eksplorasi :
1. Mineral logam selama 8 tahun 
2. Mineral yang tidak termasuk logam selama 3 tahun 
3. Mineral bukan logam jenis tertentu selama 7 tahun
4. Jenis batuan  selama 3 tahun
5. Batubara selama 7 tahun.
Operasi produksi :
1. mineral logam paling lama 20 tahun dapat dilakukan perpanjangan dua kali, dengan setiap perpanjangannya 10 tahun.
2. Mineral yang tidak termasuk logam  paling lama 10 tahun, dapat dilakukan perpanjangan 2 kali, dengan setiap perpanjangannya 5 tahun.
3. Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 tahun, dapat  dilakukan perpanjangan 2 kali, dengan setiap perpanjangannya 10 tahun.
4. Batuan paling lama 5 tahun, dapat dilakukan perpanjangan 2 kali dengan setiap perpanjangannya 5 tahun.
5. Batubara paling lama 20 tahun, dapat dilakukan perpanjangan 2 kali dengan setiap perpanjangannya 10 tahun. 
	Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai huruf e
Dan pasal 47 ayat (1),huruf a sampai e
	Tidak ada perubahan, tetap mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
	Pasal 42 huruf a sampai e, dan pasal 43 huruf a sampai e PP No. 96 Tahun 2021 (aturan sebelum perubahan)



Berdasarkan perbandingan mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana di dalam tabel diatas  maka dapat dilihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pengaturan mengenai pemberian WIUPK berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan UU No. 3 Tahun  2020, IUPK hanya dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD secara prioritas, yang berarti dengan pemberian IUPK maka sama dengan Pemberian WIUPK, karena pada dasarnya IUPK itu berbentuk izin dan WIUPK berbentuk Wilayah, mengingat pasal 1 angka 11 yang berbunyi “Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa pemberian IUPK berarti penerima sudah mendapatkan  hak atas WIUPK. Sedangkan Badan Usaha Swasta  untuk mendapatkan IUPK harus melalui mekanisme lelang WIUPK jika BUMN dan BUMD tidak berminat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan pertambangan tetap dalam kendali negara dan badan usaha yang memiliki kapasistas finansial dan teknis yang kuat. Selain itu mekanisme lelang ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dengan beberapa meknisme sebagaimana tercantum dalam tabel diatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi serta memberikan kesempatan yang sama bagi badan usaha yang memenuhi kriteria. 
	Sementara itu, PP No. 25 Tahun 2024 membawa perubahan yang signifikan dalam mekanisme pemberian WIUPK yaitu dengan menambahkan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebagai salah satu pihak yang dapat menerima WIUPK secara priortitas, tanpa melalui proses lelang, ketentuan ini diatur melalui pasal 83A ayat 1 PP No. 25 Tahun 2024, yang menyebut, “…….bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha Kemasyarakatan Keagamaan”. artinya berdasarkan peraturan pemerintah ini maka pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan diberikan dengan penawaran secara prioritas tanpa mekanisme lelang. Hal ini menunjukan adanya perubahan paradigma dalam kebijakan pertambangan. 

2. Bentuk disharmoni regulasi dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan asas Lex Superior derogat legi inferiori?
Pengelolaan pertambangan merupakan proses yang kompleks karena memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan, baik sebelum maupun selama pelaksanaannya. Dalam menjalankan aktivitas tambang sebuah badan usaha diwajibkan memiliki IUP ataupun IUPK. Izin usaha pertambangan sendiri merupakan bentuk penertiban administrasi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan usaha dan pemanfataan SDA yang dilaksanakan dengan terstruktur dan sesuai ketentuan yang berlaku.[footnoteRef:31]
[bookmark: _GoBack]Pemerintah baru-baru ini menetapkan kebijakan Pemberian IUPK secara prioritas terhadap Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Kebijakan ini memungkinkan Ormas Keagamaan untuk menjalankan usaha pertambangan melalui badan usaha yang mereka miliki. Namun, cakupan izin tersebut terbatas pada komoditas batubara dan tidak mencakup sektor mineral lainnya. Hal tersebut disebabkan karena IUPK yang diberikan akan dialokasikan kepada WIUPK yang sebelumnya merupakan bagian dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Penawaran WIUPK terhadap badan usaha yang dimiliki Ormas keagamaan dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan utama dari pemerintah. Pertama, Indonesia masih memiliki cadangan batubara yang sangat besar, sehingga peluang pemanfaatannya masih terbuka lebar. Kedua, Ormas keagamaan dinilai membutuhkan dukungan finansial yang lebih kuat untuk mendukung berbagai kegiatan dan keberlanjutan organisasinya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada Ormas keagamaan untuk berpartisipasi dalam industri pertambangan guna memastikan bahwa sektor ini tidak hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu, tetapi juga daapat memberikan manfaat secara meluas untuk kepentingan rakyat.[footnoteRef:32]
Organisasi Kemasyarakat Keagamaan menerima hak istimewa dengan mendapatkan prioritas WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B. Sebelumnya, pemberian WIUPK hanya diprioritaska terhadap BUMN dan BUMD sebagaimana yang diamanatkan Pasal 75 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, berupa “BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”. Ketentuan tersebut tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Minerba, namun juga ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah N0. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dimana dalam pasal 75 ayat (2) PP No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, menyebut, “WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta oleh Menteri”. Selanjutnya, melalui Pasal 75 ayat (3) disebutkan, “Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas”. baik berdasarkan ketentuan pada UU Minerba maupun PP No. 96 Tahun 2021 keduanya menegaskan, hanya memberikan Penawaran secara prioritas WIUPK terhadap BUMN dan BUMD, hal ini berbeda dengan ketetuntuan dalam PP No. 25 Tahun 2024 yag menambahkan ketentuan baru dalam meberikan penawaran secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. 
Setelah beberapa tahun berlakunya PP No. 96 Tahun 2021, kemudian Pemerintah mengesahkan PP No. 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PP No. 96 Tahun 2021 yang mengatur sejumlah ketentuan tambahan, termasuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024. Aturan ini menjadi dasar bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam memberikan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Namun status hukum pemberian itu tak tidak disebutkan secara eksplisit seperti BUMN dan BUMD, yang jelas memiliki hak atas penawaran secara prioritas WIUPK. Hal ini tentu menciptakan situasi yang dilematis.[footnoteRef:33] jika Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan disamakan dengan BUMN ataupun BUMD, maka dapat dikatakan mereka dapat memperoleh WIUPK tanpa melalui mekanisme lelang. Sebaliknya, jika Badan Usaha ini dikategorikan sebagai badan Usaha Swasta, maka untuk memperoleh IUPK, mereka wajib mengikuti prosedur lelang, serta memastikan bahwa BUMN dan BUMD telah menyatakan ketidaktertarikannya terhadap WIUPK yang ditawarkan oleh pemerintah. 
Dalam praktiknya, Badan Usaha Swasta diwajibkan memperoleh WIUPK melalui proses lelang WIUPK sebelum dapat mengajukan permohonan IUPK. Hal ini karena Badan Usaha Swasta tidak tergolong kategori penerima penawaran prioritas dari pemerintah. Jika badan usaha milik Ormas Keagamaan yang merupakan badan usaha swasta tetap ingin mendapatkan prioritas dalam memperoleh WIUPK, maka pemberian prioritas tersebut seharusnya diterapkan dalam tahapan proses lelang, bukan dengan penawaran langsung seperti yang diberikan kepada BUMN dan BUMD.
Permasalahan terkait upaya pemberian prioritas penawaran WIUPK terhadap badan usaha milik Ormas Keagamaan masih menyisakan ketidakpastian. terkait definisi dari istilah "prioritas" dalam konteks ini ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penawaran prioritas WIUPK bagi Ormas Keagamaan akan diberikan dengan mekanisme yang sama seperti BUMN dan BUMD, atau akan memiliki pengaturan berbeda. Jika status prioritas bagi Ormas Keagamaan disamakan dengan BUMN dan BUMD, maka terjadi pertentangan dengan Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020, yang dengan eksplisit menyebutkan, hanya BUMN dan BUMD yang berhak memperoleh penawaran  secara prioritas terhadap WIUPK. Konsekuensinya, Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 harus dibatalkan karena tidak memiliki kekutauan hukum yang mengikat dan kontradiksi dengan peraturan yang memiliki kedudukan  lebih tinggi, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, agar tidak terjadi konflik regulasi, diperlukan penyesuaian aturan yang sejalan dengan prinsip hierarki perundang-undangan dan mekanisme hukum yang lebih jelas terkait implementasi aturan ini.
Jika ditelaah lebih lanjut, Pasal 75 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 secara tegas menyebut bahwa badan usaha swasta hanya dapat memperoleh IUPK melalui mekanisme lelang WIUPK. Ketentuan ini semakin diperjelas melalui Pasal 75 ayat (6) UU No. 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan proses lelang tersebut harus diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan aturan ini, badan usaha milik Ormas Keagamaan seharusnya dikategorikan sebagai badan usaha swasta, bukan setara dengan BUMN maupun BUMD. Oleh karena itu, badan usaha milik Ormas Keagamaan tidak dapat memperolah penawaran WIUPK secara prioritas seperti yang diberikan kepada BUMN dan BUMD, melainkan harus melalui mekanisme lelang seperti badan usaha swasta lainnya. Jika pemerintah tetap ingin memberikan status prioritas terhadap badan usaha milik Ormas Keagamaan, maka prioritas tersebut lebih tepat diterapkan dalam tahapan lelang, bukan dalam penawaran langsung seperti yang diberikan kepada BUMN dan BUMD. Dengan demikian, kedudukan badan usaha milik Ormas Keagamaan tidak dapat disamakan dengan BUMN dan BUMD dalam hal mendapatkan WIUPK dari pemerintah, guna menjaga kesesuaian dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam regulasi pertambangan.
Bisman Bakhtiar, yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, menjelaskan UU Minerba telah mengatur bahwa badan usaha swasta yang ingin memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan)  maupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib mengikuti mekanisme lelang. Prinsip dasar dalam sistem hukum menegaskan bahwa peraturan dengan hierarki lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi. Dalam  konteks ini, Perpres memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan Peraturan Pemerintah (PP), sementara PP sendiri ada di bawah UU. Itulah mengapa, setiap aturan yang bertentangan dengan hierarki perundang-undangan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hukum. Lebih lanjut, Bakhtiar juga menyoroti bahwa pemberian IUP tanpa melalui mekanisme lelang dapat menguntungkan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Ormas Keagamaan pada dasarnya tidak didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis, terutama dalam sektor pertambangan, khususnya batubara. Ia menegaskan bahwa untuk mengelola usaha pertambangan, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, persyaratan administratif, yang berkaitan dengan pengalaman badan usaha dalam sektor itu. Kedua, syarat teknis, yang mencakup kesiapan sumber daya dan kompetensi di bidang pertambangan. Ketiga, persyaratan finansial, karena industri pertambangan memerlukan modal yang besar untuk beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.[footnoteRef:34]
Dengan demikian maka dengan jelas terjadi disharmoni regulasi antara ketentuan pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal pemberian WIUPK kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan hal ini dapat dilihat melalui disharmoni regulasi yang yang tercantum dalam  Pasal 75 UU Minerba yang menyebut, IUPK hanya diberikan  kepada tiga kategori badan usaha, dengan prioritas utama diberikan kepad BUMN dan BUMD. Sementara badan usaha swasta sebatas dapat memperoleh IUPK melalui meknisme lelangan WIUPK tanpa adanya penawaran secara prioritas. Oleh karena itu ketentuan dalam peraturan pemerintah yang memberikannya dengan jalan diprioritaskan terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagsmaan dengan jelas menimbulkan disharmoni dengan Undang-Undang Minerba. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang berkedudukan lebih tinggi dibanding peraturan pemerintah. Hal ini relevan dengan asas hukum Lex Superior derogat legi inferiori, maka suatu peraturan lebih rendah tidak diperbolehkan kontradiktif dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.
 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambnagan Mineral dan Batubara memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan PP Nomor 25 Tahun 2024, karena pada dasarnya Peraturan Pemerintah adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang, oleh kerena itu berdasarkan  hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-Undang yang merupakan dasar pembentukannya. Serta berdasarkan asas Lex superior derogat legi inferiori: Prinsip ini menyebut bahwa regulasi yang berkedudukan lebih rendah tak diperbolehkan bertentangan dengan regulasi yang berkedudukan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, PP No. 25 Tahun 2024 tidak diperbolehkan bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang berkedudukan lebih tinggi dalam sistem hukum. Jika terdapat ketetapan pada PP yang berlawanan dengan UU, maka ketentuan itu tidak dapat diberlakukan dan dapat di melalui mekanisme  judicial review di Mahkamah Agung.
3.  Rekomendasi Kebijakan yang ideal yang dapat diterapkan untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus agar dapat sejalan dengan asas Lex Superior derogat legi inferiori dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.
	Peraturan perundang-undangan adalah unsur hukum tertulis yang dipakai guna mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara, yang harapannya dapat mengatasi beragam permasalahan yang telah, tengah, dan hendak terjadi pada waktu mendatang. Van Der Tak menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum yang dituangkan berbentuk tertulis, dibuat oleh pihak yang berkewenangan, serta berisi ketentuan yang sifatnya abstrak dan mengikat secara umum.[footnoteRef:35] Di samping hal tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 pengertian Peraturan perundang-undangan adalah “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yanng ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” [footnoteRef:36] [35:  Azis Syamsuddin. (2021). Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi ke-3). Sekretariat Jenderal DPR RI.] 

	Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tujuan hukum indonesia, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan landasan yang kuat berupa asas, perinsip, dan teori selaku fondasi utama, layaknya suatu bangunan yang membutuhkan fondasi agar tetap berdiri kokoh, maka regulasi juga memerlukan dasar yang kokoh supaya tak mudah goyah ataupun kehilangan efektivitasnya. Tanpa pondasi yang jelas maka peraturan yang dibuat dapat menjadi tidak relevan bahkan gagal dalam menjalankan fungsinya. Asas, prinsip serta teori berfungsi menjadi pedoman di tiap tahapan dalam membentuk regulasi. Jika suatu regulasi disusun tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut maka peraturan tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan hukum yang harusnya menjadi solusi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perancangan regulasi yang ideal harus mengacu pada asas dan prinsip yang baik agar dapat memenuhi tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. 
	Dalam konteks kebijakan pertambangan, prinsip-prinsip hukum tersebut menjadi semakin penting mengingat sektor ini berhubungan dengan tata kelola SDA yang berdampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dalam sektor pertambangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan negara dengan kesejahtreraan masyarakat. Namun terdapat disharmoni regulasi antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pemberiani WIUPK. dimana dalam UU Minerba dijelaskan bahwa priotitas pemberian IUPK hanya diberikan terhadap BUMN dan BUMD, jika Badan Usaha Swasta untuk mendspatkan IUPK maka harus melalui mekanisme Lelang WIUPK, Sedangkan PP No. 25 Tahun 2024 memperluas cakupan prioritas tersebut terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan yang pada hakikatnya badan usaha ini merupakan Badan Usaha Swasta yang harusnya melalui meknisme lelang bukan diberikan penawaran secara prioritas. Disharmoni regulasi ini menimbulkan konfik hukum yang berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan perizinan pertambangan di Indonesia.
	Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan memiliki peran strategus dalam pembangunan ekonomi berbasis sosial dan kesejahteraan  masyaraat. Keikutsertaan mereka dalam sektor pertambangan jika penulis tinjau lebih dalam sebenarnya bernilai positif di banding sektor pertambangan dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan menghalalkan berbagai cara untuk kepuasan hidup, maka penulis berpendapat bahwa ketika sektor pertambangan dikeloa oleh Ormas Keagamaan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada maka dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta pengelolaan SDA yang berkesinambungan dengan baik jika ormas yang ditujukan mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah. 
	Ketidakpastian hukum akibat disharmoni regulasi ini dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi pertambangan, efektivitas perizinan, serta potensi kehilangan Penerimaan Negara  Bukan  Pajak (BNBP) jika pengelolaan pertambangan tidak dilakukan dengan tata kelola yang baik. Itulah mengapa, perlu adanya solusi yang tidak hanya sebatas menghilangkan konflik norma, tetapi juga menjaga prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka di perlukan rekomendasi kebijakan yang ideal yang menurut penulis sangat layak untuk diterapkan guna menjamin kepastian hukum, adapun rekomendasi kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut :
1. Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
	Pada dasarnya Peraturan Pemerintah  adalah subordinate legislation yang bertugas melaksanakan ketentuan dalam  primary legislation ataupun produk legislatif yang dihasilkan oleh DPR dengan persetujuan presiden, kemudian disahkan secara resmi oleh presiden sebagaimana ketetapan yang berlaku.[footnoteRef:37]
	Keberadaan PP No. 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan aturan pelaksana (Subordinate legislation) dari Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang  menegaskan “Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 28 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ” selanjutnya, pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa “IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta”. Lebih lanjut dalam pasal 75 ayat (3) menegaskan bahwa “BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK” Kemudian dipertegas dalam  pasal 75 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Badan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK”.
	Dimana dengan jelas dalam UU Minerba ditegaskan bahwa IUPK hanya diberikan secara prioritas kepada BUMN dan BUMD, kemudian dipertegas dalam ayat setelahnya bahwa Badan Usaha Swasta agar mendapat IUPK diselenggarakan melalui pelelangan WIUPK. Sementara ketetapan pada Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 dengan jelas pula Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan diprioritaskan mendapat WIUPK tanpa mekanisme lelang, padahal badan usaha ini termasuk ke dalam badan Usaha Swasta. Maka dengan jelas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan telah terjadi disharmoni regulasi terhadap norma yang dibuat melalui peraturan pokok (Primary legislation) pada konteks ini, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan PP No. 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada konteks ini merupakan peraturan pelaksana (subordinate legislation) yang harusnya hanya memuat apa yang disebutkan dalam aturan pokok. Disharmoni regulasi ini menunjukan dengan jelas bahwa pemerintah cenderung mengatur secara sepihak segala aspek yang belum diregulasi melalui Undang-Undang, tidak terkecuali aspek yang semestinya menjadi ranah pengaturan melalui undang-undang. 
	Oleh karena itu berdasarkan kajian mendalam dari berbagai aspek yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa regulasi yang bermasalah dalam konteks normatif perlu segera direvisi. Dalam hal ini, penulis merekomendasikan agar pemerintah segera mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepad DPR. Revisi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Ormas Kegaamaan. Seingga tercipta regulasi yang selaras dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dengan demikian, regulasi pada tingkat lebih tinggi dapat mengakomodasi peran organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai penerima WIUPK secara prioritas, tanpa bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta asas Lex superior derogat legi inferiori. 
Penulis lebih memilih untuk merekomendasikan revisi terhadap undang-undang dibanding dengan merevisi atau mencabut ketentuan dalam PP No. 25 tahun 2024, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis sosial serta kesejahteraan masyarakat. Keikutsertaan mereka dalam sektor prttambangan bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan umat, sehingga regulasi yang lebih tinggi perlu memberikan landasan hukum yang kuat dan harmonis dalam mengakomodasi peran tersebut.  
2. Regulasi pengawasan yang ketat terhadap Badan Usaah Milik Organisasi Keagamaan. 
Agar pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan tetap akuntabel, diperlukan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan ketat. Pemerintah harus membentuk mekanisme pemantauan terpadu yang melibatkan berbagai lembaga, seperti Kementerian ESDM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga audit independen untuk memastikan pengelolaan tambang berjalan sesuai dengan standar hukum dan etika bisnis yang berlaku.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan harus menjadi syarat utama bagi badan usaha milik organisasi keagamaan yang mendapat WIUPK. Mereka wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sekaligus taat kepada regulasi anti-korupsi dan perlindungan lingkungan. Laporan keuangan ini harus diaudit oleh lembaga independen yang kredibel dan dapat diakses oleh publik guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana atau praktik bisnis yang merugikan negara dan masyarakat.
Penerapan teknologi digital dalam sistem pengawasan juga perlu dikembangkan. Pemerintah dapat mewajibkan penggunaan sistem pelaporan dengan basis teknologi informasi yang menjadikannya terjadi pengawasan secara realtime kepada aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha milik organisasi keagamaan. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan big data analytics dapat membantu meningkatkan transparansi, mencegah manipulasi data, serta mempercepat deteksi pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan tambang.
Selain aspek finansial dan administrasi, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan WIUPK oleh badan usaha milik organisasi keagamaan. Setiap perusahaan wajib menjalankan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum mendapat izin operasional, serta memastikan adanya program rehabilitasi lingkungan pasca-tambang. KLHK bersamaan lembaga pengawas independen harus melakukan inspeksi berkala guna memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, seperti pencemaran lingkungan atau eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab, pemerintah harus segera memberikan sanksi tegas guna mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.
Regulasi ini wajib diikuti hukuman yang jelas dan tegas untuk siapa pun yang dibuktikan melakukan pelanggaran aturan. Sanksi itu dapat berbentuk dicabutnya perizinan usaha, denda administratif yang signifikan, maupun sanksi hukum bagi individu yang terbukti melakukan tindakan koruptif atau merugikan negara. Penerapan sanksi yang konsisten dan tegas akan memberikan efek jera serta memastikan bahwa hanya badan usaha yang memiliki komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik yang dapat terus mengelola WIUPK.
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	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan adanya disharmoni regulasi dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Disharmoni ini terjadi karena dalam UU No. 3 Tahun 2020, pemberian IUPK diprioritaskan hanya kepada BUMN dan BUMD, sedangkan badan usaha swasta wajib mengikuti mekanisme lelang WIUPK. Sebaliknya, PP No. 25 Tahun 2024 memperluas cakupan penerima WIUPK dengan menambahkan Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebagai pihak yang dapat memperoleh WIUPK secara prioritas tanpa mekanisme lelang, yang secara substansial bertentangan dengan ketentuan dalam UU Minerba.
Disharmoni regulasi ini bertentangan dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang menyatakan regulasi dengan hierarki lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan regulasi yang berkedudukan lebih tinggi. Di samping hal tersebut, ketentuan pada Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 juga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan badan usaha milik Ormas Keagamaan, apakah mereka diperlakukan setara dengan BUMN/BUMD atau tetap dikategorikan sebagai badan usaha swasta yang harus tunduk pada mekanisme lelang.
Untuk memastikan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi, diperlukan revisi terhadap UU No. 3 Tahun 2020 guna mengakomodasi peran Ormas Keagamaan dalam pengelolaan WIUPK secara sah dan tak kontradiktif dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping hal tersebut, diperlukan regulasi pengawasan yang ketat terhadap badan usaha milik Ormas Keagamaan guna memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas. Keselarasan regulasi dalam sektor pertambangan merupakan hal krusial untuk menjaga iklim investasi, stabilitas hukum, dan keseimbangan kepentingan negara serta masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan SDM wajib disusun dengan melalui pertmbangan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
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